| SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR § TAHUN 2034

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI LANDAK,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak, maka dipandang perlu untuk
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak di Kabupaten Landak yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Landak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3227) ;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3227) ;

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 183, TambahanlLembaran Negara Republik
Indonesia 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentangPembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46353) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan
Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak {Lembaran
Daerah Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan
Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LANDAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

No G

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Bupati adalah Bupati Landak.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.

Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.

Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Landak yang melaksanakan Pembinaan secara
teknis Kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.

Unit Pelaksana Teknis dinas daerah yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unit organisasi atau satuan kerja mandiri yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan / atau tugas teknis penunjang tertentu dari dinas
daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.

Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan melaksanakan
anggaran yang dimuat dalam Daftar Pagu Anggaran atau Rencana Bisnis dan
Anggaran UPTD yang ditetapkan dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan
Kepala UPTD.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak.




13.

14.

15.

16.

17.
18.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian
melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis
dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Mediator adalah orang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan
melakukan persiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi
vang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesual dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan
tugasnya berdasarkan pada keahlian profesi dan atau keterampilan tertentu

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Landak.

UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3
UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Dinas.

UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala UPTD
PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Landak.




(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari :
a. Kepala UPTD PPA;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Pelaksana; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh kepala Subbagian Eselon IV.b yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD PPA.

Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi
Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus dan masalah hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA
menyelenggarakan fungsi :

pengaduan masyarakat;

penjangkauan korban,;

pengelolaan kasus;

penampungan sementara;

mediasi; dan

pendampingan korban.

e a0 TP

Pasal 6

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah hukum.




(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD

PPA menyelenggarakan fungsi :

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan
layanan;

b. menyusunan program kerja;

c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. mengevaluasi hasil kerja;

e. membina dan meningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan

kerja;

melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya. ‘

g

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

X NNNE.

penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan,;
penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 8

Pelaksana terdiri dari :

a.

Konselor Psikolog/Hukum

Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi
masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara
normal kembali. '

Mediator

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai
penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang
berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengadministrasi Umum

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan,
pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.

Pengemudi

Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan
dinas.

Petugas Keamanan

Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

Penjaga Asrama

Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang
penjagaan asrama.




(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(@)

(1)

(2)

(3)
(8)

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas
UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PPA menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas melakukan sistem
pengendalian internal dilingkungannya.

Kepala UPTD PPA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

Pengangkatan, Pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD PPA dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan
yang ditangani.

Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Eselon IV.a.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat
Jabatan Eselon IV.b.




(1)

()

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan
menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

UPTD PPA dapat menerima sumbangan lain atau hibah yang sah serta tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan selain disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Landak.

BAB X
'KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kepala UPTD PPA wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam
kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi
perangkat daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggung jawab di
bidang organisasi.

Evaluasi kinerja UPTD PPA dilakukan setiap tahun sekali di bawah koordinasi
Kepala Kepala Dinas Sosial, Pernberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana Kabupaten Landak yang secara teknis operasional
dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

Dalamm rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Tata Usaha wajib
menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman
yvang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPTD PPA, unit kerja yang
bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan
analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (activity
sampling) secara periodik.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupali ini mulai berlaka pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinysa, memeriniahkan pengundangan Peraturan Bupafli
ini dengan penempatannya dalam Berila Dacrah Kabupaten Landak.

ditetapkan di Ngabang
pada tanggal, iz X1 2094

Pj. BUPAT] LANDAK,
TTD S
SAMUEL | |

Diundangkan di Ngabang | |
pada tanggal, \¥ Afr‘i [ D024

SEKRETARIS DAERAH —
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2004 NOMOR ¢

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, EH

NIP. 19661128 1399}02 2001
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